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PADA 10 Ramadan, tahun 8 Hijriyah, Ra-

sulullah saw bersama para sahabatnya mening-

galkan Kota Madinah. Setelah menempuh perja-

lanan 19 hari, rombongan tiba di Kota Makkah.

Setibanya di sana, kata-kata Rasulullah saw yang

paling terkenal adalah Ótidak ada lagi hijrah, yang

ada hanya jihad dan niat.Ó

Rasulullah juga bersabda: ÓKota Makkah diha-

ramkan oleh Allah, dan karenanya tidak halal bagi

seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari

Akhir menumpahkan darah di dalamnya juga me-

nebang pohonnya,Ó dan Ótidak halal bagi siapapun

mengangkat senjata di Kota Makkah,Ó(HR. Muslim).

Begitulah peristiwa Fathu Makkah (penaklukan Kota Makkah)

menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan perdamaian dan

Kota Makkah sebagai kota suci. Tidak boleh membunuh manu-

sia, bahkan hewan dan binatangnya pun tidak boleh dibunuh.

Rasulullah pun berkhutbah saat Fathu Makkah Ówahai selu-

ruh manusia, Allah telah menghilangkan tradisi Jahiliyah yang

membanggakan nasab ayah mereka. Hari ini, manusia hanya

ada dua golongan: orang sholeh bertakwa serta mulia di hadap-

an Allah dan orang durjana di hadapan Allah. Manusia adalah

keturunan Adam, dan Allah menciptakan Adam dari tanah.Ó

Setelah nasihat-nasihatnya itu, Rasulullah membacakan

Surat Al-Hujurat ayat 13: �Wahai manusia, sesungguhnya Kami

telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan.

Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan ber-

suku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang

paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang pa-

ling bertakwa.� (HR. Tirmidzi, no. 3274; Al-Bani, no. 3270).

Khutbah Rasulullah pada Fathu Makkah adalah ajaran Islam

multikultural. Dalam Islam, manusia tidak dibeda-bedakan ber-

dasarkan ras, suku, etnis, budaya, bahasa, identitas kebangsa-

an, dan kenegaraannya. Sebaliknya, manusia dianggap setara,

sama-sama putra Adam yang tercipta dari tanah. Pembedanya

hanya iman dan takwa di hadapan Tuhan.

Perbedaan suku bangsa, ras, dan atribut identitas lainnya

adalah sunnatullah. Perbedaan bukan alasan untuk berkonflik,

sebaliknya sebagai kesempatan untuk saling me-

ngenal (ta�aruf). Jadi, tidak menghargai dan meng-

hormati perbedaan identitas berarti tidak menerima

sunnatullah.

Penting dicatat, toleransi dan multikulturalisme

bukan berarti penerimaan secara pasif terhadap

kriminalitas dan pelanggaran sosial. Toleransi ha-

nya boleh dilakukan terhadap orang dan perilaku

yang tidak melanggar hukum. Rasulullah saw per-

nah memberikan contohnya pada Fathu Makkah.

Rasulullah saw bersabda: ÓSemua orang dijamin

keamanannya, kecuali Abdul Uzza bin Khatal,Ó

(HR. Ahmad, No. 19824).

Abdul Uzza, semua orang kafir Quraisy, kemudian masuk

Islam dan diberi nama Abdullah oleh Rasulullah saw. Abdul

Uzza ini sempat diberi kepercayaan, untuk menjadi pengumpul

zakat (�Amil) bersama orang Anshar. Namun, di tengah jalan,

Abdul Uzza membunuh orang Anshar tersebut, dan membawa

lari harta hasil zakat ke Makkah.

Karena alasan pelanggaran hukum dan kriminalitas tersebut,

ketika Fathu Makkah terjadi, Rasulullah saw mengampuni

orang-orang kafir Quraisy, namun tidak dengan kasus Abdul

Uzza bin Khatal. Artinya, toleransi versi Islam hanya untuk

mereka yang berbeda keyakinan dan sosial-kultural, bukan bagi

pelaku kriminal dan kejahatan lainnya.

Dari peristiwa Fathu Makkah yang terjadi di bulan Ramadan

ini, umat muslim dapat belajar sebuah hikmah tentang arti pen-

ting toleransi dan multikulturalisme. Perbedaan keyakinan dan

identitas seseorang bukan penghalang membangun kehidupan

bersama yang toleran, harmonis, rukun, dan bersatu. Semoga

Ramadan 1445 Hijriyah dan ibadah puasa kali ini menjadikan ki-

ta sebagai umat muslim yang toleran. (*)-d
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SUAP PENGURUSAN PERKARA DI MA

Hasbi Hasan Bantah Terima Uang Rp 3 M

TERKAIT PENGADAAN SIREKAP

Kompolnas Tindaklanjuti Aduan TPDI

JAKARTA (KR) - Sekretaris nonaktif Mah-

kamah Agung (MA) RI Hasbi Hasan memban-

tah menerima uang Rp 3 miliar dan tas mewah

dari mantan Komisaris PT Wika Beton Dadan

Tri Yudianto dalam perkara dugaan suap

pengurusan perkara di MA. Dakwaan dan tun-

tutan jaksa yang menyebut dirinya menerima

uang tersebut pada 29 Maret 2022 di Kantor

MA merupakan tuduhan keji tanpa didasari

alat bukti maupun barang bukti yang sah.

ÓSaya tidak pernah menerima sama sekali

uang tunai sebesar Rp 3 miliar tersebut dari

saudara Dadan Tri Yudianto,Ó kata Hasbi Ha-

san saat membacakan nota pembelaan atau

pleidoi pribadinya di Pengadilan Tindak Pida-

na Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat, Jakarta, Kamis (21/3).

Hasbi mengaku tidak pernah bertemu de-

ngan Dadan pada tanggal dan lokasi dimak-

sud. ÓDari mana saudara JPU (jaksa penuntut

umum) berkeyakinan saya benar-benar telah

menerima uang tunai sebesar Rp 3 miliar

tersebut di kantor saya?Ó katanya.

Hasbi mengeklaim uang haram yang diteri-

ma oleh Dadan dari debitur Koperasi Simpan

Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka, sang

penyuap yang ketika itu berperkara di MA, ti-

dak mengalir sepeser pun kepada dirinya. Ke-

terangan tersebut sesuai dengan Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) saksi bernama Bagus

Dwi Cahya. Namun, tutur Hasbi, saksi tersebut

tidak pernah dihadirkan oleh JPU Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, Hasbi juga membantah meneri-

ma tiga tas mewah senilai Rp 250 juta dari

Dadan. Tiga tas mewah tersebut tidak pernah

dikirimkan oleh Dadan kepada Hasbi. Dalam

hal ini, Hasbi mengutip keterangan istri Dadan,

Riris Riska Diana yang di dalam persidangan

menyebutkan tiga tas mewah itu berada di

dalam mobil Dadan selama sekitar satu bulan

sejak dibeli di Singapura.                (Ant/Has)-f

JAKARTA (KR) - Komisi Kepolisian Nasio-

nal (Kompolnas) menindaklanjuti aduan dari

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ter-

kait ditolaknya laporan tindak pidana tentang

pengadaan aplikasi Sistem Informasi Reka-

pitulasi (Sirekap) oleh Bareskrim Polri. Peng-

aduan tersebut ditindaklanjuti dengan disam-

paikan kepada Ketua Harian Kompolnas

Benny Jozua Mamoto dan komisioner lainnya.

ÓKebetulan, saya yang menerima kedatang-

an TPDI yang mengadukan penolakan lapor-

an mereka oleh Bareskrim Polri,Ó kata Anggota

Kompolnas Poengky Indarti dikonfirmasi di

Jakarta, Kamis (21/3).

Pengaduan TPDI ini selanjutnya akan ditin-

daklanjuti dengan melakukan klarifikasi ke

Irwasum selaku pengawas internal Polri. Adu-

an ini diklarifikasi ke Irwasum, pihak yang sela-

lu berkoordinasi dengan Kompolnas selaku

pengawas eksternal Polri.

Terkait aduan TPDI, menurut Poengky, la-

poran yang ditolak Bareskrim perlu untuk di-

kroscek dengan mendengarkan keterangan

Bareskrim melalui Irwasum. ÓIni kan kami baru

dapat pengaduan sepihak dari TPDI. Dengan

mendapatkan keterangan dari dua sumber,

barulah kami dapat menganalisa permasala-

hannya,Ó kata Poengky.

TPDI datang mengadu Bareskrim Polri ke

Kompolnas Rabu (20/3) terkait penolakan la-

poran dugaan tindak pidana pengadaan ap-

likasi Sirekap. (Ant/Has)-f

Redaksi menerima sumbangan naskah Hikmah Ramadan. 

Naskah bisa dikirim ke email naskahkr@gmail.com. (Red)


